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ABSTRAK 

 

 Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar 

Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga 

diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh 

produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS 

GLOW dan PS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia dan untuk 

mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa penjiplakan merk dagang.  

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian normatif. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, 

suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok 

permasalahan saja. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana 

perlindungan hukum merk. hasil dari penelitian ini adalah 1) Putusan di PN Niaga 

Surabaya diketahui bahwa merek MS GLOW yang dipakai tidak sejalan terhadap 

kelas merek yang terdaftarkan. Mengenai pertimbangan atas prosedur Hukum 

Acara Perdata, yakni penyalahgunaan Hak Merek Dagang oleh Tergugat dalam 

perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sudah tepat, namun 

putusan yang disampaikan di rasa kurang tepat, karena kurangnya nominal ganti 

rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. 

Seharusnya putusan hakim dalam perkara 

No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu mempertimbangkan kondisi 

pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan 

hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban setiap individual dalam komponen 

mailto:1xxxx@xxxx.xxx
mailto:1xxxx@xxxx.xxx


PAUGERAN LAW REVIEW                                         
Volume …. No …. XXXX 2021, E-ISSN: 2774-8332  
 
 
 

PAUGERAN LAW REVIEW  NAMA PENULIS JUDUL 
 
 
 
DITERIMA  : REVISI        : DISETUJUI :  
 
 

ketatanegaraan.. First to file system merupakan suatu usaha perlindungan hukum 

preventif, 2) Sedangkan upaya hukum represif penyelesaian sengketa ini dilakukan 

di dua Pengadilan Niaga. Gugatan di PN Niaga Medan dimenangkan oleh MS 

GLOW, sedangkan gugatan di PN Niaga Surabaya dimenangkan oleh PS GLOW.  

Kata kunci : sengketa, penjiplakan, merek 

 

PENDAHULUAN 

Merekf sebagai fsalah fsatu fdari fbagian fHKI fyang fmemiliki fperanan 

fsangat fpenting ffkarena fdengan fmenggunakan merek fffatas fbarangf-fbarang 

fdanf/fatau fprodukf-fproduk fyang fdiproduksif, fdapat fmembedakan fasalf-fusul 

fmengenai fproduk fbarang fdan fjasaf. fMerek fjuga fdigunakan fdalam fdunia 

fperiklanan fdan fpemasaranf. fPublik fsering fmengaitkan fsuatu fimagef, fkualitas 

fatau freputasi fbarang fdan fjasa fdengan fmerek ftertentu fdimana fmerek fdapat 

fmenjadi fkekayaan fyang fsangat fberharga fsecara fkomersialf, fdan fkarena 

fadanya fmerek ftersebutf, fdapat fmembuat fhargaf-fharga fsuatu fproduk fmenjadi 

fmahal fbahkan fbernilaif. fMerek fjuga fberguna funtuk fpara fkonsumenf. fMereka 

fmembeli fproduk ftertentu f(fyang fterlihat fdari fmereknyaf) fkarena fmenurut 

fmerekaf, fmerek ftersebut fberkualitas ftinggi fatau faman funtuk fdikonsumsi 

fdikarenakan freputasi fmerek ftersebutf.f 

 Produk-produk fdengan fmerk fyang fterkenal fakan flebih fmudah funtuk 

fdipasarkanf, fsehingga fdapat fdengan flebih fmudah funtuk fdijual fdan 

fmemberikan fkeuntungan ffinansial fyang flebih fbesarf. fDengan fbegitu fmaka 

fdibutuhkan fperlindungan fhukum fbagi fHak fMerk fTerkenal funtuk fmenjamin 

fadanya fkepastian fhukum fbagi fpara fpenemu fmerkf, fpemilik fmerk fdan 

fpemegang fhak fmerkf. fSelain fitu fjuga funtuk fmencegah fterjadinya fpelanggaran 

fdan fkejahatan fatas fHak fMerk fdan fmemberikan fmanfaat fbagi fkepada 

fmasyarakat fagar fmasyarakat flebih fterdorong funtukmembuat fdan fmengurus 

fpendaftaran fmerk usahanya. 1 

fMerek fialah fpenanda fyang fmana fbenda fkhusus fdipribadikanf, alhasil 

ffbisa fterdapat fpembeda fterhadap fbenda flainnya fyang fserupaf.f2 fPermasalahan 

fyang fsering fdihadapi foleh fpengusahaf, fyaitu fpenjiplakan fterhadap fmerek 

fproduk fatau fjasa fyang fdimilikinyaf. fpenjiplakan fmerupakan ftindakan 

fmenjiplakf, fmengambilf, fmeniru fbaik fsebagian fatau fseluruhnya fterhadap 

fkarya fseseorang ftanpa fizin fdari fpemilik fkarya fdan fmencantumkan fsebagai 

fhasil fkaryanya fsendirif. f 

                                                         
1 Prihatin Effendi and Anik Susanti, “Penggunaan Merk Yang Hampir Sama” 10, no. 20 (2021): 110–17. 
2 Purwo Sutjipto, (1984), Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang. Indonesia, Jakarta: Djambatan. 
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fpenjiplakan ftersebut fsering fmenimbulkan permasalahan fantar fMerek atau 

fperusahaan fyang fberujung fdi fPengadilanf. fAda fbeberapa fpenelitian fyang 

fmeneliti fhal fserupaf, fpertama fpenelitian fdari fDennyf, fpenelitiannya fberjudul 

fpenyelesaian fsengketa fmerek fdi fIndonesiaf: fstudi fputusanf, fdimana fhasil fdari 

fpenelitiannya fmenunjukan fbahwa fsengketa fantara fPTf. fGudang fGaram fdan 

fPTf. fGudang fBaruf, fPengadilan fNiaga fSurabaya fmemutus fbahwa fPTf. 

fGudang fBaru ftelah fmelanggar fPasal f21 fayat f1 fUndangf-fUndang fNof.f20 

fTahun f2016 fsehingga fmenyatakan fmerek fGudang fBaru fmemiliki fkesamaan 

fdengan fmerek fGudang fGaram fyang fmerupakan fmerek fterkenalf. fYang fkedua 

fpenelitian fdari fMuhammad fIqbal fNugrohof3 fyang fberjudul fpenjiplakan fdalam 

fmerek fdagang fdan fmekanisme fpenyelesaiannya fmelalui falternatif 

fpenyelesaian fsengketaf, fdimana fhasil fpenelitiannya fbahwa fhukum frepsif 

fsudah fjelas fmemiliki ftujuan funtuk fdapat fdi fselesaikan fsengketa fmenyangkut 

fpenetapan fyang fberbentuk fsanksi fhukum fdalam hal fmelangar fhukum fbahkan 

flebih fjelasnya flagi fkepentingan fumum fmaupun fpribadi fbisa fdilakukan fsuatu 

ftindakan fterhadap fpeniruan fmerek fyang fterdaftar. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis 

pada dasarnya telahmemberikan perlindunganf fsecara fumum fterhadap ffmerk 

terkenalff. fTetapi fdewasa finif, fsuatu fmerk fterkenal fmembutuhkan 

fperlindungan fhukum fyang flebih fdibandingkan fdengan fmerek ftidak fterkenalf. 

fPersaingan fusaha fyangsemakin fketat fmembuat fpara fpelaku fusaha 

fmengusahakan fberbagai fcara fagar fproduknya fdapat flaku fdi fpasaranf. 

fKetiadaan faturan fyang fjelas ftersebut fmengakibatkan fadanya 

fkekosonganhukum fdalam fmenyelesaikan fsengketa fmerk fterkenal fyang fada fdi 

fIndonesiaf.f 

fSelanjutnyaf, fSalah fsatu fadanya ffsengketa fadanya fdugaan fmerek fdagang 

fantara fMS fGlow fdan fPS fGlow fberbuntut fpanjang fdi Pengadilan fNiagaf. 

fTerbaruf, PS fGlow fmemenangkan fperebutan fmerek fdi fPengadilan fNiaga 

f(fPNf) Medanf. fDalam fputusannyaf, fHakim fPN fSurabaya fmemerintahkan fMS 

fGlow fharus fmembayar fganti frugi fsebesar Rp f37f,9 fmiliar fkepada fpenggugatf, 

fPS fGlow. fSelain fganti frugif, fMS fGlow fjuga fdiminta funtuk fmenghentikan 

produksif, fperdaganganf, fserta fmenarik seluruh fproduk fMS fGlow fyang telah 

fberedar fdi fIndonesiaf. fSeperti fdiketahuif, fsengketa fmerek fdagang fini fterjadi 

fantara fpemilik fMS fGlowMS fGlow fShandy Purnamasari fdan fsuaminya fGilang 

fWidya Pramana fyang flebih fpopuler dikenal sebagai Juragan 99 melawan Putra 

Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow. 

                                                         
3 Muhammad Iqbal Nugroho, (2022), plagiarisme dalam merek dagang dan mekanisme penyelesaiannya melalui 

alternatif penyelesaian sengketa. Jurnal Justitia. Vol 9. No. 4 
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Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk 

kecantikan miliknya, PS Glow. Namaf fini fdiambil fdari fsingkatan fsuaminya 

fPutra Siregar yang fjuga fdikenal fsebagai fpengusaha fjual fbeli fhandphonef. 

fSeptia fSiregar fmengklaimf, fsebelum fpeluncuran fproduk fPS fGlow, pemilik MS 

Glow Shandy Purnamasari sempat fmenghubunginya fmelalui fDM fInstagram 

funtuk fmengajaknya fbekerja fsamaf, ftepatnya fpada fSeptember f2019. Dalam 

ftangkapan flayar fyang fdibagikan fSeptia ftersebut, fShandy fmengajaknya fbekerja 

fsama fdi fbidang fkecantikan. fBahkanf, fShandy fjuga flangsung fmenawarkan 

fsalah fsatu fpabrik fkosmetik fyang fdimilikinya. Namun, Septia memutuskan 

untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus 2021 tanpa menggandeng 

Shandi. Belakangan, Shandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow 

karena dinilai mirip dengan MS Glow. Shandi Purnamasari kemudian mengajukan 

gugatan ke PN Medan pada Maret 2022.  

Namun pada Putusan Mahkamah Agung, banding yang diajukan oleh pihak 

PS Glow fditerima fdengan fberdasarkan fpertimbangan fklasifikasi fyang 

ftercantum fdalam fAkta fHak fKekayaan fIntelektual fyang fdimiliki foleh fpihak 

fMS fGlowf. fPerlu fdiperhatikan fbahwa fhak feksklusif fatas fsuatu fmerek fakan 

fdiperoleh fjika fmerek ftersebut ftelah fterdaftarf. fHak ini adalah suatu ffffhak 

fyang feksklusiff, fartinya forang flain ftidak fdapat fmemakai fmerek fyang fsama 

fitu funtuk fjenis fbarang fyang fserupaf.f 

fKeputusan fmajelis fhakim fPengadilan fNiaga fMedanf, fcukup fmenjelaskan 

fbahwa fbuktif-fbukti fyang fdiajukan foleh fpihak fMS fGlow terbukti ffkuatf. 

fNamunf, fPStore fGlow fpun melawan fdengan fmelakukan fupaya fhukum fkasasi 

fatas fputusan fPengadilan fNiaga fMedanf. fPada fsaat fproses fpersidangan 

fgugatan fMS fGlow fterhadap fPStore fGlow sedang berjalan di Pengadilan Niaga 

Medan, fPStore fGlow fjuga fmengajukan fgugatan ffyang fsama fdi fPengadilan 

fNiaga fSurabaya. Namun, fpada f13 Juli ff2022, majelis fhakim fPengadilan ffNiaga 

Surabaya fmengabulkan fsebagian fgugatan fyang fdiajukan foleh fPStore fGlow.  

Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya ini, fMS fGlow fmengajukan 

fupaya fhukum fkasasi fke fMA fkarena fmerek fadalah fkekayaan fintelektual fyang 

fperlu fdihargai fdan fdilindungi funtuk fmendukung fiklim fbisnis fyang fsehatf. 

ftambahan fmemori fkasasi fyang fditerima f29 fSeptember f2022f, fpara fpemohon 

fkasasif/fTergugat fmeminta fagarf: 1f) fMenerima fdan fmengabulkan fpermohonan 

fkasasif, fmemori fkasasif, fdan ftambahan fmemori fkasasi fdari fpemohon fkasasif; 

2) Membatalkan Putusan fPengadilan fNiaga fSurabaya fNomor 

f2/Pdt/SusHKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal f12 Juli 2022. 

Undang-Undang fMerk fmelindungi fMerk ffterkenal f(well-known mark), fyang 

fdi fmana fpermohonan fmerk fakan fditolak fjika fmempunyai fpersamaanpada 
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fpokoknya fatau fkeseluruhannya fdengan fMerk fTerkenal funtuk fbarang fdan/atau 

jasa ffyang fsejenis. Perlindunganhukum fterhadap fHak fMerk fTerkenal fdi 

fIndonesia fdiatur fberdasarkan fUndang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merk dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 

ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 

ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).4 

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang 

ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “PENYELESAIAN 

SENGKETA MEREK DAGANG PRODUK PERAWATAN DAN KECANTIKAN 

KULIT MS GLOW DENGAN PS GLOW (Studi Kasus Putusan Nomor 

2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/ 2022/ PN.Niaga Sby)” 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis data yang digunkan adalah bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer terdiri dari : 1) KUH 

Perdata, 2) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek 3) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. Analisis data 

menggunakan analisis data kualitatif hukum dengan analisis isi. 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Upaya fperlindungan fhukum fterhadap fmerek fdagang fterdaftar fMS 

fGLOW fdalam fproses fperniagaan fbarang fdi Indonesia 

Perlindungan hukum diberikan fkepada fsubyek fhukum fmelalui 

fperaturan fperundangf-fundangan fyang fbersifat fpreventif fmaupun 

frepresiff.  fTujuan fdari fperlindungan fpreventif fyaitu funtuk fmencegah 

fterjadinya fsuatu fpelanggaran fmelalui fperaturan fperundangf-fundanganf. 

fPada fhakikatnyaf, fperaturan fperundangundangan ftersebut fberfungsi 

sebagai fbatasan fatau frambuf-frambu fbagi fsubyek fhukum fagar flebih 

fberhatif-fhati fdalam fmelaksankan fhak dan kewajibannyafff.  

Pengaturan Merek di fIndonesia fdiatur fdalam UU Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG). 

Perlindungan fmerek fdi fIndonesia fmenganut fasas fkonstitutif 

f(fpendaftaranf) fdengan fprinsip ffirst to file.  Artinya, merek hanya 

ffmendapatkan fperlindungan fapabila fmerek ftersebut ftelah fdidaftarkan 

                                                         
4 Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” Legislasi Indonesia 

14, no. 03 (2017): 1–10. 
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fke fpemerintah melalui fKementerian fHukum dan fHAMf, fyaitu fDirektorat 

fKekayaan fIntelektual f(fDJKIf)f. fApabila fpihak fperorangan fatau 

perusahaan fmemiliki fproduk fbaik fberupa fbarang fmaupun fjasa fdengan 

fmenggunakan fsuatu fmerek fnamun ftidak fdidaftarkanf, fmaka forang fatau 

fperusahaan ftersebut fdapat fkehilangan fperlindungan fhukum fatas 

fmereknyaf.f 

fHasil penelitian fini fdiperoleh adanya ftiruan fsuatu fmerek fpada 

fdasarnya fdidasarkan fpada fitikad ftidak baikf, fyaitu fmemanfaatkan 

fpopularitas fmerek orang flain fsedemikian frupa fsehingga fdapat 

fmerugikan pemilik fmerekf. fPenjualan produk ffdapat fmenurun bila 

fsebagian konsumen ffberalih fke fmerek fsejenisf. fSeperti fhalnya fdengan 

fsengketa merek fyang fterjadi fantara fPS fGlow dan fMS fGlow fyang 

fperkaranya ftelah fdiputus melalui fputusan fnomor 

f2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.  

Awalnya Shandy Purnamasari dan suaminya, Gilang Widya Pramana, 

yang memiliki MS fGlow, fterlibat fdafflam perselisihan merek dengan Putra 

Siregar dan istrinya, Septia Siregar, pemilik PS Glow. Perselisihan ini dimulai 

ketika fPutra fSiregar fmemperkenalkan fproduk fkecantikan fPS fGlow 

fsekitar fbulan fAgustus 2021. Produk tersebut fmemiliki fnama, jenis 

fproduk, fdan fdesain fyang fsangat fmirip fdengan fmerek fMS fGlow fyang 

ftelah fterdaftar fdi fGeneral fManager fHak fKekayaan fIntelektual sejak 8 

Agustus f2018f. Tindakan ini mendorong fShandy fPurnamasari untuk 

mengambil langkah hukum ffffdengan fmengajukan gugatan pada 15 fMaret 

f2022 ke Pengadilan Niaga Medan fdengan fnomor fberkas 

2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdnf. Keputusan fdalam fkasus fini 

fdikeluarkan fpada ftanggal f13 Juni 2022, dan fhasilnya fmendukung fMS 

fGlow fdengan fmembatalkan fpendaftaran fmerek PStore Glow dan fPStore 

fGlow Men. 

Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hakim 

menegaskan bahwa penggugat MS Glow adalah pemilik tunggal dan 

pendaftar merek. Dalam fkerangka fperlindungan fmerek fdi fIndonesia, 

prinsip fyang fditerapkan fadalah “first-in-file,” fyang fberarti fbahwa fmerek 

fyang fpertama fkali fterdaftar fmemiliki fhak fperlindungan. Oleh karena itu, 

ffMS fGlow fdapat fmembuktikan fbahwa fmerek fMS fGlow ftelah fterdaftar 

flebih fawal fdaripada fmerek fPS Glow. 

Setelah fbeberapa fkali fmediasif, akhirnya kasus fsengketa fmerek 

fdagang fini fdimenangkan foleh fPS fGlow fkarena fdisebutkan fbahwa 

fmereknya fberbeda fdari fyang fdigugatkan. Dalam putusannyaf, fmajelis 
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fhakim fPengadilan fNegeri fSurabaya fmenyatakan fbahwa fPT Pstore Glow 

fBersinar fIndonesia fmengantongi fhak feksklusif fatas fmerek fdagang fPS 

fGlow fdan fmerek fdagang ftersebut ftelah fterdaftar fdi fDirektorat fJenderal 

fKekayaan fIntelektual f(fDJKIf) fKemenkumhamf. fPihak fMS fGlow fsetelah 

fkalah fdalam fputusan fpertama fdi fPN fSurabaya fatas fPS fGlowf, fmaka 

fMS fGlow fkemudian fmengajukan fkasasi fpada f12 fJuni 2022.  

MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di 

Direktorat Jenderal Kekayaan ffIntelektualf. fTepatnyaf, fMS fGlow 

fmendaftarkan fmerek fpada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 

2021. Berdasarkan putusan kasasi Nomor: 161K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 

30 Januari 2023 telah memenangkan merek MS Glow dan dapat disampaikan 

pihak fpemohon fkasasi fdalam fhal fini fMS fGlow ftelah fmematahkan 

fseluruh fargumen fdan fpernyataan fyang fdisampaikan foleh fPutra fSiregar 

fdan fSepti fSiregar fterkait fdengan fmerek fMS fGlow. 

Kedua pihak pemilik fmerek terdaftar, fffbaik fPS fGlow fmaupun fMS 

fGlow fdalam fhal fini fmemiliki fperlindungan fhukum fyang fsama fdalam 

fupayanya fmempertahankan fkepemilikan fhak fmerekf, fdi fmana 

fkeduanya fmemilih fmelalui fjalur fpenyelesaian fsengketaf. fKetika 

penyelesaian sengketa fyang fditempuh fadalah fmelalui flembaga 

fperadilanf, fmaka fpihak fyang fmengantongi fsertifikat fyang ftelah 

fdiamanatkan funtuk fmendapatkan fperlindungan fpreventif fakan fmenjadi 

fpihak fyang fbesar kemungkinan memenangkan sengketaffff. fPihak fyang 

fmelakukan fpelanggaran ftetap fakan fdiberikan fhak funtuk fmendapatkan 

fperlindungan frepresiff, fkarena fhal fini fmenyangkut fhakf-fhak ftersangka 

fyang fharus fdipenuhi fdalam fmelakukan fprosedur fpemeriksaan fhukum. 

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan Merek Dagang 

Perseteruan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow makin 

panjang. fKeputusan Pengadilan Niaga Surabaya fyang fmengabulkan 

fsebagian fgugatan fdari fPS fGlowf, fyang fdimiliki foleh fPutra fSiregarf, 

fmembuat fMS fGlow fgeramf. fMS Glow, fyang fmerupakan fperusahaan 

fmilik fGilang fWidya fPramana falias fJuragan 99 ffdan Shandy 

Purnamasarif, fterus fmelawan putusan fftersebutf. Arman Hanis, fkuasa 

fhukum fMS fGlow fberalasanf, fmerek fMS fGlow ftelah fterdaftar fdi fDitjen 

fHAKI fpada f20 fSeptember f2016 fdengan fnomor fpendaftaran 

IDM000633038 ffuntuk fkelas barangff/fjasa  Selain ffituf, fMS fGlow fjuga 

ftelah fmendaftarkan fmereknya funtuk fkelas f32 (fminuman fserbuk fbuah, 

minuman serbuk buah sayur) dan 44 (beauty clinic, dll). Kasus panjang antara 

MS Glow dan PS Glow dimulai saat fffMS fGlow fmengajukan fgugatan fdi 
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fPengadilan fNiaga fMedan fterkait merek ffPStore fGlow fyang fmemiliki 

fkemiripan fdalam fhal fnamaf, fkemasanf, fjenis fprodukf, fdan fmodel 

fbisnisf. Gugatan MS Glow fdikabulkan foleh fmajelis fHakim fpada f14 fJuni 

f2022 fdengan dasar prinsip ffirst to ffuse fdan ffirst fto ffile fatau fpengguna 

fpertama fdan fpendaftar fpertamaf. fDengan fputusan ftersebutf, fmaka fMS 

fGlow fdiakui fsebagai fmerk fdagang fyang fhadir flebih fdahulu fdibanding 

fPStore fGlow fyang fjuga fdipasarkan fdengan fmerek fPS fGlowf. fDalam 

fputusannyaf, fPengadilan fNiaga fMedan fjuga fmemerintahkan fDitjen 

fHAKI funtuk fmencoret fmerek fPStore fGlow fdi kelas ff3 fdan f44 fdengan 

fpertimbangan fpenggunaan fmerek fPStore fGlow fdilandasi fitikad ftidak 

fbaik fdan ftidak fjujurf, karena telah memboncengf, fmeniru, fdan fmenjiplak 

fMS fGlow fdan fMS fGlow ffor Menf. 

 Berdasarkan hasil fkeputusan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan, 

cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS Glow 

terbukti kuat. Namun, PStore Glow pun melawan dengan melakukanffupaya 

fhukum fkasasi fatas fputusan fPengadilan fNiaga fMedanf. fPada fsaat 

fproses fpersidangan fgugatan fMS fGlow terhadap ffPStore fGlow fsedang 

fberjalan di Pengadilan Niaga ffffMedanf, fPStore fGlow fjuga fmengajukan 

fgugatan fyang fsama fdi fPengadilan fNiaga fSurabayaf. fNamunf, pada 13 

Juli 2022, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian 

fgugatan fyang fdiajukan foleh fPStore fGlowf. f 

fAtas fkeputusan fPengadilan fNiaga fSurabaya finif, fMS fGlow 

fmengajukan fupaya fhukum fkasasi ke MA karena ffffmerek fadalah 

fkekayaan fintelektual fyang fperlu fdihargai fdan fdilindungi funtuk 

fmendukung fiklim fbisnis fyang fsehatf. fKarena fituf, fwalau fsudah 

fmendapat fputusan fdari fPengadilan fNiaga fSurabayaf, fMS fGlow ftetap 

fberproduksi fdan fmenjalankan fbisnis fseperti fbiasaf. fTidak fada fyang 

fberubah fkarena fkeputusan fPN fSurabaya fitu fbelum finkrachtf, fbelum 

fmemiliki fkekuatan fhukum ftetap fdanf/fatau fbelum fmempunyai kekuatan 

feksekutorial. 

Berdasarkan Putusan fPengadilan Negeri Surabaya, tergugat (pihak MS 

ffffffffGLOWf) fmengajukan fpermohonan fkasasi fpada ftanggal f21 fJuli 

f2022 fpermohonan ftersebut fdiikuti fdengan fmemori fkasasi fyang fditerima 

fdi fKepaniteraan fPengadilan fNegeri fSurabaya fpada ftanggal f2 fAgustus 

f2022 fdan ftambahan fmemori fkasasi fyang fditerima fdi fkepaniteraan 

Pengadilan fNiaga fSurabaya fpada ftanggal f29 fSeptember 2022f. 

fBerdasarkan ftambahan fmemori fkasasi fyang fditerima f29 fSeptember 

f2022f, fpara fpemohon fkasasif/fTergugat fmeminta fagar: 1) Menerima dan 
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mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasifffffff, dan fftambahan 

fmemori fkasasi fdari fpemohon kasasif; 2) Membatalkan Putusan fPengadilan 

Niaga ffSurabaya fNomor f2/Pdt/SusHKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 

Juli 2022. Perihal dalam Konvensi dan fEksepsif: a) Menerima eksepsi 

fpemohon kasasiff/ftergugat funtuk fseluruhnya fb) Menyatakan gugatan 

ftermohon fkasasif/fpenggugat ftidak fdapat fditerimaf. fSedangkanf, fdalam 

fPokok fPerkaraf, fyaitu fmenolak fgugatan ftermohon fkasasif/fpenggugat 

funtuk fseluruhnya. 

Mahkamah Agung fmenyatakan fbahwa fjudex ffacti fpengadilan 

fNiaga fSurabaya ftelah fsalah fdalam fmenerapkan fhukum fdengan 

fpertimbangan fsebagai fberikutf: Pertama, fGugatan fpenggugat fkabur fdan 

ftidak fjelas fkarena fdalam fgugatannya fpenggugat fmendalilkan fsebagai 

fpemilik fmerek f“MS GLOW” fdan fmengajukan fpelanggaran fterhadap 

fpara ftergugatf, ftetapi fpenggugat ftidak fmenguraikan falasan fhak 

fpenggugat fsebagai fpemilik fmerekf. Seperti tidak fmencantumkan fkapan 

fdiajukan fpendaftaran fmerek ftersebutf, ftanggal fpenerimaan fdan fberapa 

fnomor fpendaftaran fmerek fpenggugat fsehingga fmenyebabkan flegal 

fstanding fgugatan fpenggugat ftidak jelas;  

Kedua, Gugatan berhak diajukan terhadap pihak lain yang secara 

tanpa hak menggunakan merek dagang yangfmemiliki persamaan ffpada 

fpokoknya fatau keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis adalah 

pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan 

gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugif fdan fpenghentian fsemua 

fperbuatan fyang fberkaitan fdengan fpenggunaan fmerek ftersebut fsesuai 

fyang ftertera fdalam fPasal 83 ayat (1) yang menyatakan: “Pemilik Merek 

terdaftar dan/atau penerima fLisensi Merek fterdaftar fdapat fmengajukan 

fgugatan fterhadap fpihak flain fyang fsecara ftanpa fhak fmenggunakan 

fMerek fyang fmempunyai fpersamaan fpada pokoknya atau fkeseluruhannya 

funtuk fbarang fdanf/fatau fjasa fyang fsejenis berupa:  

a) f fgugatan fganti frugi; dan/atau;  

b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut.” Ketiga, Penggugat mengajukan gugat”. 

Berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek; 

Keempat, Perkara terdahulu dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang diputusf fpada ftanggal f13 fJuni f2022f, 

dalam pokoknya fputusannya fberisi fpenggugat fmerupakan fpemilik fmerek 

f“MS fGLOWf/fFor fCantik fSkincare f+ fLOGOf” fnamun fperkara ftersebut 

fmasih fdiajukan fupaya hukum.  
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Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka 

permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk 

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT. 

PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut sehingga harus ditolak.  

Menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. 

KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan kawan-kawan, tersebut dan 

membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022 serta 

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraf ini denganf famar fputusanf, 

fbahwa fkarena fpermohonan fkasasi fdari fPara fPemohon fKasasi fI 

fdikabulkan fsedangkan fpermohonan fkasasi fdari fPemohon fKasasi fII 

fditolakf, fmaka fTermohon fKasasi fI/Penggugat harus dihukum untuk 

membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.  

B. fAnalisisf 

1. Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW 

dalam proses perniagaan barang di Indonesia  

Analisa mengenai kasus MS glo dengan PS glow ini didasari pada 

ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam 

penjelasannya tentang ponolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannyaf fdengan fmerek fterkenal funtuk 

fbarang fyang fsejenis fdilakukan fdenganmemperhatikan fpengetahuan 

fumum fmasyarakat fmengenai fmerek ftersebut fdi fbidang fusaha fyang 

fbersangkutanf. Selain itu, fdiperhatikan fpula freputasi fmerek fterkenal 

fyang fdi fperoleh fkarena fpromosi fyang fgencar fdan fbesar f– fbesaranf, 

finvestasi fdi fbeberapa fNegara fdi fdunia fyang fdilakukan foleh 

fpemiliknya fdi fbeberapa fNegaraf.Perlindungan merek fmerupakan fsalah 

fsatu faspek fpenting fdalam fhukum merek.    

Pertimbangan hakim fyangffmenjadi dasar fpembuktian fkepemilikan 

fmerek fdagang fPs fGlow fdan fPstore fGlow fadalah fPrinsip ffirst fto ffile 

fyang fdimana fPs fGlow ftelah fterbukti fterdaftar fterlebih fdahulu fpada 

fDirjen fHKI fKementerian fHukum dan HAM dengan Nomorfffff: 

IDM000639146 dari pangkalan data fkekayaan fintelektual. Sertifikat merek 

Pstore Glow dengan Nomor: IDM000943833 pada tanggal 01 Mei 2021. 

Sebagaimana ffakta fdi fpersidangan fdiketahui fbahwa fPenggugat fadalah 

fpemegang fhak flisensi fmerek fdagang fPs fGlow fterdaftar fNomorf: 
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IDM000639146 berdasarkan akta penegasan fperjanjian fkerjasama 

fpemberian flisensi fmerek dagang pada tanggal f27 fOkotober 2021 sesuai 

bukti P-f5 fserta fsertifikat fpencatatan fperjanjian flisensi fatas fmerek 

fterdaftar fPs fGlow fsesuai fbukti P-6fff. Selain itu, penggugat fadalah 

fpemilik fdan fpenerima fhak fatas fmerek fPstore fGlow (bukti P-8) yakni 

akta perjajian penyerahan merek dagang nomor 38 ffffftanggal f31 Januari 

2022 yang telah dicatatkan fberdasarkan fbukti fP-9 yakni formula 05f. 

Pencatatan pengalihan fhakf/fpenggabungan f(fmarger) atas merekf/fmerek 

kolektif nomor transisi fIPT2022052537 fatas merek Pstore Glow fNomorf: 

IDM000943833 yang telah dilegalisir foleh fDirjen fHKI fKementerian 

fHukum fdan Ham. Berdasarkan uraian ftersebut fdapat fdikatakan fbahwa 

Penggugat (Ps Glow ffffdan Pstore Glow) adalah fpemilik fhak fatas fmerek 

fsecara eksklusif. 

Pemilik merek fdapat memperoleh perlindungan hukum dari negara 

ffffffdan memastikan fpenggunaan fmereknya fsecara feksklusif funtuk 

fjangka fwaktu ftertentu fdengan fmendaftarkannyaf. fKetika fpemilik 

fmerek fdagang fmendaftarkan flogo fmereka fke fDirektorat fHak 

fKekayaan fIntelektualf, fmereka fdiberikan fperlindungan fhukum fyang 

fdiberikan fkepada fmerek fdagang lain.  

Adapun jenis-jenis perlindungan hukum ffterhadap ffmerek dagang 

fterdaftar fdi fIndonesiaf, fyaitu fPerlindungan fHukum fPreventif fdan 

frepresiff. Perlindungan fhukum fpreventif fadalah fproteksi fhukum fyang 

fdiserahkan fdari pemerintah fkepada fpemilik fmerek fsebelum fterjadinya 

fsengketa fatau fpelanggaran fhukum fterkait fdengan fmerek.  

Perlindungan fhukum fpreventif fterkait perihal fini fdiberikan foleh 

fpemerintah fmelalui fpendaftaran fmerekf. fDalam fhal fpendaftaran fmerek 

fpendaftar fpertama fadalah fpendaftar fyang fberhak fmenggunakan fatau 

fmemiliki fhak feksklusif fatas fmerek f(ffirst fto ffile fsystemf) fyang 

fdilaksanakan fdengan fberitikad fbaikf. fItikad fbaik fterkait fperihal fini 

fmemiliki fpengertian fbahwa fmerek fyang fdidaftarkan fmerupakan fhasil 

fide fatau fkaryanya fsendiri ftanpa fmelakukan fpenjiplakan fterhadap fide 

fatau fkarya forang flainf, fserta ftidak fberlawanan fterhadap fpersyaratan 

fyang fsudah fdigariskan foleh fUUf. fDi ftengah fkemajuan teknologi dan 

informasif, fsosialisasi fmengenai fpentingnya fpendaftaran fmerek fguna 

fmendapatkan fperlindungan fhukum fperlu fdisebarluaskan fkepada 

fmasyarakatf. fKarena, dalam fprakteknya fmasih fbanyak fmasyarakat fyang 

fawam fakan fpentingnya pendaftaran sebuah merekf. f 
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Perlindungan hukum represif fdalam fhal fterjadi fsengketa fatau 

fpelanggaran fmerek fdagangf, fperlindungan fhukum frepresif fdapat 

fdilakukanf. fKonflik fdihindari fdengan fpenggunaan fperlindungan 

fhukum fyang fmemaksaf. fPerlindungan fhukum fdi fIndonesia fditangani 

foleh fpengadilan fbiasa fdan fpengadilan fadministrasi fkhususf. fSeperti 

fyang ftelah fkita fketahuif, fsemakin fhari fpersaingan fdalam fdunia fusaha 

fmeningkatf, fhal fini ftentu fsaja fmengakibatkan fmakin fbanyak fterjadi 

fpermasalahan fatau fpelanggaran fterkait fmerekf. fJalur fhukum 

fmerupakan fjalan fyang fpaling fsering fditempuh foleh fpemilik fmerek 

fjika fterjadi fsengketaf. fPerlindungan fhukum fdalam fhal fini fSengketa 

fpenjiplakan fMerek fDagang fantara fMs fGlow fdan fPs fGlow fdapat 

diberikan fberupa fsanksi fbaik fitu pembayaran ganti rugi fatau fpembatalan 

pendaftaran fmerek fserta penghapusan fmerek terdaftar. 

Perlindungan hukum fsecara perdata juga diberikanf kepada 

pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut 

sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek  tersebut akan 

mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak 

atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatanf fini 

fditujukan funtuk fmendapatkan fganti frugi fdan fpenghentian fsemua 

fperbuatan fyang fberkaitan fdengan fpenggunaan fmerek ftersebut.  

Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2) 

Gugatan gantif frugi fdanf/atau penghentian fperbuatan fyang berkaitan 

fdengan fpenggunaan fmerek fsecara ftanpa fhak ftersebut fmemang fsudah 

fsewajarnyaf, fkarena ftindakan ftersebut fsangat fmerugikan fpemilik 

fmerek fyang fsahf. fBukan fhanya fkerugian fekonomi fsecara flangsungf, 

ftetapi juga dapat fmerusak fcitra fmerek ftersebut fapabila fbarang fatau 

fyang fmenggunakan fmerek fsecara ftanpa fhak ftersebut fkualitasnya flebih 

frendah fdari fpada fbarang fatau fjasa fyang fmenggunakan fmerek fsecara 

fsah.  

Gugatan atas fpelanggaran fmerek fsebagaimana fdimaksud fdiatas 

fdapat fdiajukan foleh fpenerima flisensi fmerek fterdaftarf, fbaik secara 

sendiri fmaupun fbersamaf-fsama fdengan fpemilik fmerek fyang 

fbersangkutan f(Pasal 77). Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek telah fmengubah fsistem fpendaftaran fmerek fdari fdeklaratif f(ffirst 

fto fusef) fmenjadi konstitutif (ffirst fto ffile). Kemudian Undangf-undang 

ftersebut ftelah mengalami beberapa fperubahanf, termasuk Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
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Merek hingga terakhir Undang-fundang Nomor f20 Tahun f2016 ftentang 

fMerek fdan fIndikasi fGeografis. Untuk mendaftar fmerekf, fmaka fmerek 

ftersebut fharus fmemiliki fdaya fpembeda fyang fcukup fsehingga fmampu 

fmembedakan fmerek ftersebut fdengan fmerek flain fyang fberkaitan 

fdengan fbarang fatau fjasa fyang fsama fatau fsejenisf. fOleh fkarena fituf, 

fmerek ftersebut fharus fmemberikan fperbedaan fpada fbarang fatau fjasa 

fyang fterkait fdengan fmerek ftersebutf. fSehinggaf, fmerek fyang 

fdidaftarkan fdi fDirjen HKI dan ffftidak fmemiliki fdaya fpembeda fsecara 

ftidak flangsung fmerek ftersebut ftidak fakan fmendapatan fperlindungan 

fhukumf.  

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan Merek Dagang 

Kasus persengketaan merek dagang di antara MS GLOW dan PS 

GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha 

milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpaf fmemiliki frasa fcurigaf, 

fShandy fPurnamasari fmengenalkan fkepada fPutra fSiregar fbagaimana 

fproses fproduksi fhingga fpemasaran fdari fproduk fkecantikan fmiliknyaf. 

fAkan tetapi, berselang ffbeberapa fbulan fkemudian, Putra fSiregar fdan 

fIstrinya fjustru mendirikan fsebuah fmerek fdagang fdengan fnama fPS 

fGLOWf. fPS fmerupakan fsingkatan fdari fnamanya sendiri.  

PS GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk 

fkecantikan fsama fhalnya fseperti fMS fGLOWf. Selanjutnya, fhal finilah 

fyang fmemicu fadanya fdugaan fpenjiplakan fdari fpihak fPS fGLOW 

fterhadap fMS fGLOW. Selain dari fnama fmerek fyang fhampir fsama fserta 

fproduk fyang fdiproduksif, fakan tetapi fpembungkus fatau fpackaging 

fproduk fdari fkedua fmerek fdagang ftersebut fmempunyai fkemiripanf. fMS 

fGLOW fsendiri fberdiri tahun 2013 dan teregistrasi fdalam Direktorat Hak 

Kekayaan Atas Intelektual saat f2016.  

Sementara PS GLOW didirikan saat tahun f2021 fdan fterdaftar fdi 

fDirektorat fHak fKekayaan fAtas fIntelektual fpada ftahun fyang fsamaf. 

Kasus sengketa fini fkemudian fberlanjut fsampai fke fPengadilanf. fSengketa 

fini fmelewati fdua (2) proses peradilan di Pengadilan fffNegeri fNiaga fyang 

fberbedaf. Gugatan fpertama fdiajukan foleh fpihak fMS fGLOW fatas 

fdugaan fadanya fpenjiplakan fatau fpeniruan foleh fpihak fPS fGLOW fdi 

fPengadilan fNegeri fNiaga fMedan fyang fteregistrasi fbernomor perkara 

2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.  

Gugatannya fShandy fPurnamasari fmenuntut fpenarikan fmerek 

fmilik fPutra fSiregar fyang fmempunyai fpersamaan fintinya fkepada fmerek 

fMS GLOW, diantaranya: PS GLOW, PSTORE GLOW, PS GLOW MEN, 
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PSTORE GLOW MEN dan PS GLOW FOR MEN Serta, Shandy Purnamasari 

menuntut adanya ganti rugi fsejumlah fRpf. 60.000.000.000,00- (enam puluh 

fmiliar frupiahf). Kasus ini tidak fberhenti fsampai fdisinif, fselanjutnya fPutra 

fSiregar fmengajukan fgugatan fbalik fkepada fpihak fShandy fPurnasari fdi 

fPengadilan fNegeri fNiaga fSurabaya fdan fterdaftar fdengan fperkara 

fNomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dalam gugatan ini Putra 

fSiregar fjuga fmenuntut fShandy fPurnamasari fatas fadanya ftindakan 

ftanpa fhak fmelawan fhukumf. 

Putra Siregar melakukan fpenggugatan fbalik fdalam fPN fNiaga 

fSurabaya fyang fteregistrasi fbernomor fperkara f2/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, terkait hal fini fpihak fPutra fSiregar 

fmengklaim fbahwa fShandy fPurnamasari ftelah fmelakukan fperbuatan 

ftanpa fhak fmelawan fhukum fdengan fmemproduksi fsuatu fproduk 

fkecantikan fmenggunakan fmerek fdagang fMS fGLOWf. fSebelum fkasus 

fini fberlanjut fsampai fke fputusan fakhirf, fkedua fbelah fpihak fjuga ftelah 

fmelakukan fproses fmediasif. fDalam fmediasi tersebut fpihak fMS fGLOW 

fmeminta fganti frugi fsejumlah fRpf. 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar 

rupiah) fkepada fpihak fPS fGLOWf. Akan tetapi fdari fpihak fPS fGLOW 

ftidak fmenyanggupi fpermintaan ftersebutf, fdan fhanya fmengajukan 

fpermintaan fmaaf fkepada fpihak fMS GLOW.  

Sehingga mediasi tersebut tidak fffmenemukan fsolusi fmaupun fjalan 

fkeluar fterhadap fsengketa fantara fkedua fbelah fpihak. Dengan gagalnya 

fproses mediasi fantara fpihak fMS fGLOW fdan fPS fGLOW, fhingga 

fakhirnya fkeluarlah fputusan fdari fPengadilan fNegeri fNiaga fSurabaya 

fyang fhasil fputusannya fberbanding fterbalik fdengan fputusan fsebelumnya 

fdi fPengadilan fNegeri fNiaga fMedanf. Gugatan ini dimenangkan foleh 

fpihak fPutra fSiregar fyang fterbukti fbenar fsecara fhukum fsebagai 

fpemegang fdan fpemilik fhak feksklusif fatas fmerek fdagang fPS GLOW.  

Putusan di fPengadilan Negeri Niaga Surabaya inilah kemudian 

fffffditemukan ffbahwa fadanya fpelanggaran fatau fperbuatan ftanpa fhak 

fmelawan fhukum fyang fdilakukan foleh fpihak fShandy fPurnamasari 

fselaku fpemilik fmerek fdagang MS fGLOWf. fSetelah dilakukan 

fpenelusuran fterkait fdengan merek fMS fGLOW, fyang fmenyebabkan pihak 

fShandy fPurnamasari fkalah, fdikarenakan fternyata fmerek fMS GLOW 

fyang fteregistrasi fberada dalam fkelas f32f, yaitu fkelas fminuman fserbuk 

finstanf. fSedangkan fmerek yang terdaftar fdi fkelas 3f, yaitu fkelas produk 

fkecantikan fatau kosmetik fadalah fmerek fdagang “MS fGLOW fFor fCantik 

Skincaref”f. Akan ftetapi fselama fini fShandy fPurnamasari fhanya 
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fmenggunakan fatau fmencantumkan fMS fGLOW fsaja fpada produkf-

fproduk fskincare fyang fdiproduksinya ftanpa fmencantumkan f“fFor Cantik 

fSkincaref”f. Hal ini tentu saja fbertentangan fterhadap fkebijakan fBPOM 

f(fBadan fPengawas fObat fdan Makananf)f, fdimana penggunaan fmerek 

fpada fproduk yang fdiproduksi fharus sesuai fdengan produk fyang 

fterdaftarkan dalam fDirjen fHak fAtas fKekayaan fIntelektualf.  

Penjelasan tersebut dapat fdipahami fbahwa fpenggunaan fmerek 

fdalam fbarang fyang fdiproduksi fharus fsesuai fdengan fmerek fyang 

fterdaftar fdan fsesuai fdengan fjenis fkelas fmerek ftersebut. fHal fini 

fdilakukan funtuk fdapat memberikan kepastian hukumfftidak fhanya bagi 

pemilik merek. Akan tetapi juga untuk memberikan kepastian, jaminan, serta 

keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, pihak Shandy 

Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dihukum untuk melakukan 

pembayaran ganti rugi terhadap pihak PS GLOW sejumlah 

Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh 

juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Hal ini 

diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun 

immateriil. 

Pertimbangan hakim pada putusan di pengadilan niaga Surabaya ini, 

yang menyebabkan pihak MS Glow kalah yaitu setelah dilakukan 

penelusuran terkait dengan merek MS Glow ternyata merek tersebut 

teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan, dan 

penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah 

dimohonkan pendaftarannya pada Dirgen HAKI dengan nomor 

D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK. Sedangkan 

merek yang terdaftar di kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan dan kosmetik 

adalah merek ”MS GLOW For Cantik Skincare”. Akan tetapi selama ini 

Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW hanya menggunakan 

atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang 

diproduksinya tanpa mencantumkan “For Cantik Skincare”. Hal inif ftentu 

fsaja fbertentangan fterhadap fkebijakan fBPOM f(fBadan fPengawas fObat 

fdan fMakananf), dimana penggunaan fmerek pada produk fffyang 

fdiproduksi fharus fsesuai fdengan fproduk fyang fterdaftarkan fdalam 

fDirjen fHak fAtas fKekayaan fIntelektual. 

Kasusf  fMS fGlow fdan fPS fGlow yang telah ffterjadi fpada 

fpengadilan fyang fberbeda fyaitu fMS fGlow fpada fPengadilan fNiaga 

fMedanf, fsedangkan fPS fGlow fterjadi fpada fPengadilan fNiaga fSurabayaf. 

Obyek fgugatan fkedua fpengadilan fini fjuga fberbeda fyaitu fMS fGlow 
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fdengan fgugatan fpembatalan fmerek fsedangkan fPS fGlow fdengan 

fgugatan fpelanggaran fmerek. Dalam fhal ini gugatanf fyang fdiajukan fPS 

fGlow fdi fPengadilan fNiaga fSurabaya fdapat fditerima fhakim fkarena 

fsetelah fmelalui fproses fpemeriksaan fmerek PS Glow ffftermasuk fdalam 

fobyek fmerek fyang fdilindungi foleh fNegaraf. fKedua fperkara fPengadilan 

fNiaga fMedan fdan fPengadilan fNiaga fSurabaya fdapat fterus fberjalan 

fselama fkedua fputusan ftersebut finkractf. Berdasarkan Pasal 87 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

menyatakan fbahwa f“fTerhadap fputusan fpengadilan fniaga fsebagaimana 

fdimaksud fdalam fPasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan kasasi”. Dari fpasal 

ftersebut fdijelaskan fbahwa fputusan fpengadilan fniaga fjika ftidak fpuas 

fdengan fputusannya fdapat fmengajukan fkasasi fke fMahkamah fAgung 

fbukan fmengajukan fbanding fke fPengadilan fTinggi fSetelah fkalah fdi 

fpengadilan fniaga fSurabaya fpihak fMS fGLOW fmengajukan fkasasi fke 

fMahkamah fAgungf. Pihak fMS fGLOW fmembantah ftelah fmeniru fmerek 

fdagang fPS fGLOWf.f 

fSehubungan  fdengan fputusan fPengadilan fNiaga fpada fPengadilan 

fNegeri fSurabaya fKelas fIA fKhusus fnomor 

f2f/fPdt.SusHKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, 

yang mana perkara tersebutf fadalah fantaraf: fPTf. fKOSMETIKA fGLOBAL 

fINDONESIAf, fPTf. fKOSMETIKA fCANTIK fINDONESIAf, fGILANG 

fWIDYA fPRAMANAf, fSHANDY fPURNAMASARIf, TITIS fINDAH 

fWAHYU AGUSTINf, fSHEILA fMARTHALIA fyaitu fPara fPemohon fKasasi 

fI fjuga fPara fTermohon fKasasi fIIf/fPara fTergugat fmelawan fPTf. fPSTORE 

fGLOW BERSINAR fINDONESIA fyaitu fTermohon fKasasi fI fjuga 

fPemohon fKasasi fIIf/fPenggugatf. 

Sebagai fkonsekuensi fdari fkeputusan finif, fpihak fMS fGlow 

fdiwajibkan fmembayar fganti frugi fsebesar f38 fmiliarf. fKeputusan fini 

fmencerminkan fkomitmen fkuat fpengadilan fdalam fmelindungi fhakf-fhak 

fpemilik fmerek fdagang fdan fmenjaga fintegritas fsistem fhukum fterkait 

fhak fkekayaan fintelektualf. Ganti rugi fyang fbesar fini fjuga fberfungsi 

fsebagai fsanksi fyang fsesuai fatas fpelanggaran fmerek fdagang fyang ftelah 

fterjadif. Penting funtuk dicatat bahwa jumlah ganti rugi yang signifikan 

ffffffffini fbukan fhanya fmenjadi fkompensasi ffinansial fbagi fpihak 

fpenggugat fbandingf, ftetapi fjuga fsebagai fpesan ftegas fkepada fsemua 

fpihak fyang fterlibat fdalam fdunia fbisnisf. fKeputusan fini fmemberikan 

fsinyal fkuat fbahwa fpengadilan ftidak fakan fmentolerir fpelanggaran fhak 

fkekayaan fintelektualf, fdan fbahwa fpelaku fbisnis fharus fmematuhi 
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fperaturan fdan fmelindungi fhak-fhak fmerek dagangf. fDalam fkonteks 

fyang flebih fluasf, fkeputusan fini fjuga memberikan fsinyal fkepada 

fmasyarakat fdan fpelaku fbisnis fbahwa fproses fhukum fadalah falat fyang 

fefektifuntuk fmenegakkan fkeadilan fdalam fdunia fbisnisf. fIni fmemberikan 

fkeyakinan fbahwa fsistem fhukum fdapat fdiandalkan funtuk 

fmenyelesaikan fkonflik fdan fmelindungi fhakf-fhak findividu fdan 

fperusahaan.  

Selain ituf, keputusan ini juga mendukung prinsip-prinsip keadilan 

dan kebenaran dalam dunia bisnis. Ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip 

etika dan aturan hukum harus ditegakkan, dan bahwa upaya untuk 

merugikan pemilik merek dagang dengan cara yang tidak sahf fakan 

fmendapatkan ftanggapan fyang ftegas fdari fpengadilanf. fKesimpulannyaf, 

fkeputusan fini bukan fhanya ftentang fpembayaran fganti frugif, ftetapi fjuga 

ftentang fpesan fkuat fyang fdikirimkan foleh fpengadilan terkait fpentingnya 

fmenghormati fhak kekayaan intelektualf, fmematuhi fperaturan fbisnisf, fdan 

fmengikuti fproses fhukum fyang ffadilf. fIni fadalah flangkah fpenting 

fdalam fmenjaga fintegritas fdan keadilan dalam dunia ffffbisnis fyang fterus 

fberubah fdan fsemakin fkompleks.  

Demikian, fkeberhasilan fpihak fpenggugat fbanding fdalam 

fmenyajikan fbukti fyang fkuat ftidak fhanya fmenjadi fpuncak fpenting 

fdalam ffperkara fini ftetapi fjuga fmenunjukkan fbetapa fkrusialnya fperan 

bukti fdalam fsistem fhukumf. fIni fjuga fmenegaskan bahwa fpengadilan 

fmemiliki kewajiban funtuk melindungi hak-fhak fpemilik fmerek fdagang 

fdan fmemastikan fbahwa fproses fperadilan fberjalan fsesuai fdengan 

fprinsipf-prinsip fkeadilan fdan fkebenaran. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah pada upaya perlindungan hukum fterhadap fmerek fdagang fterdaftar 

fMS fGLOW fdalam fproses fperniagaan fbarang fdi fIndonesia fmemiliki 

fkesimpulan fbahwa fPutusan fdi fPN fNiaga fSurabaya fdiketahui bahwa merek 

MS ffffGLOW fyang fdipakai ftidak fsejalan fterhadap fkelas fmerek fyang 

fterdaftarkanf. fMengenai fpertimbangan fatas fprosedur fHukum fAcara 

fPerdataf, fyakni fpenyalahgunaan fHak fMerek fDagang oleh fTergugat fdalam 

fperkara Nomor 2/Pdt.Sus.ffffffHKIf/fMerekf/f2022f/PN.Niaga Sby sudah ftepatf, 

fnamun fputusan fyang fdisampaikan fdi frasa fkurang ftepatf, karena 

fkurangnya nominal ffganti frugi fyang fharus fdibayarkan foleh fpihak 
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fTergugat fkepada fpihak fPenggugat. Seharusnya ffputusan fhakim fdalam 

fperkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu 

fmempertimbangkan fkondisi fpihak fPenggugat fsebagai fpihak fyang 

fdirugikanf, fapabila fmengacu fpada ftujuan fhukum fsebagai fpelindung fhak 

fdan fkewajiban fsetiap findividual fdalam fkomponen fketatanegaraanf.f. fFirst 

fto ffile fsystem fmerupakan fsuatu fusaha fperlindungan fhukum fpreventiff. 

fKeduaf, fyaitu fperlindungan fhukum frepresif f(fupaya fterakhirf) fyang 

fdilakukan fjika adanya fsengketa fatau fpelanggaran fterhadap fhak fpemilik 

fmerek fterdaftarf, fyang fdilakukan fmelalui fpembayaran fganti frugi fdan 

fpemberian fsanksi fpidana fberdasarkan fketentuan fyang fditata fpada fUU 

fNof. f20 fTahun f2016 fTentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya 

mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan fMerek fDagang fmemiliki 

kesimpulan fpada fprosespenyelesaian fpersengketaan fpenjiplakan fmerek 

dagang fMS fGLOW fdan fPS fGLOW fdiselesaikan fmelalui fupaya peradilanf. 

fGugatan fpertama fkali fdiajukan foleh fpihak fMS fGLOW fdi Pengadilan 

fNegeri fNiaga fMedan fdan fgugatan fyang fdiajukan foleh pihak fPS fGLOW 

fdi fPengadilan Negeri fNiaga fSurabaya menetapkan hasil putusan fakhir yang 

berbedaf. fPutusan fdi fPengadilan Negeri fNiaga Medan fmenyatakan bahwa 

fMS fGLOW fmemang benar fsecara fhukum sebagai fpihak fyang flebih fdahulu 

fmenggunakan fdan fmendaftarkan mereknya fdi fDirektorat fHak fKekayaan 

fAtas fIntelektual fserta fmemutus bahwa fharus fdilakukan fpembatalan 

fpendaftaran fmerek fdan mencoret merek fterdaftar PS fGLOW. Sedangkan 

fdalam fputusan fakhir fdi Pengadilan fNegeri fNiaga fSurabaya fmenyatakan 

fbahwa fPutra fSiregar memang fbenar fsecara fhukum fsebagai fpemilik fmerek 

fPS fGLOW..  
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